BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan
5.1.1. Hakikat kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan judicial
review yang bermakna ultra petita dan ultra vires dikaitkan dengan konsep hukum

progresif adalah sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi bertugas untuk melindungi hak konstitusional warga
negara. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang
untuk melakukan judicial review atas suatu undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar 1945. Namun, putusan judicial review yang telah dikeluarkan oleh
Mahkamah Konstitusi harus sejalan dengan konsep hukum progresif, dimana
dalam putusan tersebut harus memiliki sebuah nilai yang dapat berguna dan
bermanfaat untuk kesejahteraan manusia. Putusan yang dikeluarkan oleh
Mahkamah Konstitusi harus menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga
berbagai kebutuhan manusia, terutama untuk menjamin perlindungan terhadap
hak konstitusional warga negara. Tujuan penggunaan hukum progresif dalam
setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus dimaknai agar hukum yang terdapat
di dalam putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dan
sepadan dengan manusia. Setiap putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi
harus membawa manfaat untuk kepentingan masyarakat, memiliki tujuan untuk
memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara serta
memiliki tujuan untuk menerapkan dan melaksanakan konstitusi dengan sebaik-

baiknya.

Namun perlu diingat, bahwa dalam menggunakan hukum progresif dalam
setiap putusan judicial review yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetap
saja Mahkamah Konstitusi perlu menjunjung tinggi nilai keadilan (fairness). Hal
ini ditujukan agar dalam setiap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah
Konstitusi, walaupun menggunakan hukum progresif sebagai alasan pembenar
bagi Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan judicial review yang
bermakna ultra petita dan ultra vires, tetap saja Mahkamah Konstitusi tidak boleh

merugikan salah satu pihak. Keadilan (fairness) berfungsi agar dalam



mengeluarkan putusan judicial review yang sejalan dengan konsep hukum
progresif, Mahkamah Konstitusi tetap mementingkan kepentingan kedua belah

pihak, yaitu kepentingan dari termohon dan pemohon.

5.1.2. Batasan kewenangan Mahkamah Konstusi dalam mengeluarkan putusan judicial
review yang bermakna ultra petita dan ultra vires setelah keluarnya Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-1X/2011 adalah sebagai berikut:

Batasan pertama adalah asas nemo judex idoneus in propria causa. Dengan
keberadaan asas nemo judex idoneus in propria causa, hakim tidak diperkenankan
untuk menjadi hakim dalam perkara yang menyangkut dirinya sendiri. Hal ini
merupakan perwujudan dari imparsialitas (ketidak-berpihakan / impartiality)
hakim sebagai pemberi keadilan. Keberadaan asas ini menyebabkan hakim
Mahkamah Konstitusi tidak diperkenankan untuk menjadi hakim apabila perkara
yang diadili menyangkut dirinya sendiri. Asas ini dapat menjadi batas bagi
Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan judicial review, sehingga
putusan yang dikeluarkan dapat berdasarkan hukum dan fakta dalam persidangan,

serta meminimalisir keberpihakan / partiality dalam mengeluarkan putusan.

Batasan kedua adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik yang telah
dianalogikan menjadi asas-asas umum peradilan yang baik. Dengan keberadaan
asas-asas umum peradilan yang baik, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan
kepastian hukum, kemanfaatan, kecermatan, keterbukaan dan independensi
dalam setiap putusannya. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga dapat
menunjukan ketidakberpihakan, tidak menyalahgunakan kewenangan yang
dimilikinya, menunjukan peradilan yang cepat, sederhana dan murah, perlakuan
yang sama kepada masing-masing pihak serta mementingkan kepentingan umum
dan pelayanan yang baik demi terciptanya perlindungan terhadap hak
konstitusional warga negara.

Kedua asas tersebut dapat dijadikan sebagai batasan bagi Mahkamah
Konstitusi dalam mengeluarkan putusan judicial review yang bermakna ultra
petita dan ultra vires. Namun perlu diingat bahwa selain mengacu pada kedua
asas tersebut, putusan judicial review yang dikeluarkan oleh Mahkamah
Konstitusi pun perlu sejalan dengan nilai yang terdapat di dalam hukum progresif.

Sehingga, setiap putusan judicial review yang dikeluarkan oleh Mahkamah



5.2. Saran

Konstitusi dapat membawa kemanfaatan bagi masyarakat, memberikan
perlindungan konstitusional kepada warga negara serta memberikan keadilan dan

kepastian hukum.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka menurut penulis terdapat beberapa hal yang

perlu diperhatikan dan diperbaiki, antara lain:

a)

b)

Kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Perlu ditentukan batasan yang
dapat digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang
bermakna ultra petita dan ultra vires agar kewenangan judicial review yang
dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tidak menimbulkan kesan sewenang-wenang
dan tidak ada batasan sama sekali. Salah satu batasan yang dapat digunakan oleh
Mahkamah Konstitusi yaitu berupa asas nemo judex idoneus in propria causa
serta asas-asas umum peradilan yang baik. Batasan yang telah ditentukan tersebut
tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga batasan
tersebut tidak termasuk batasan yang inkonstitusional.

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden: Batasan yang telah ditentukan
tersebut perlu dicantumkan ke dalam Undang-Undang tentang Mahkamah
Konstitusi. Dengan kata lain, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi
perlu diperbaiki dan direvisi, sehingga undang-undang yang telah diperbaiki dan
direvisi tersebut dapat dijadikan sebagai acuan bagi Mahkamah Konstitusi dalam

mengeluarkan putusan serta memiliki kepastian hukum bagi semua pihak.
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